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ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah merevolusi media massa sebagai
sumber utama penyedia informasi secara radikal. Bertransformasinya media
massa ke arah digital telah mempengaruhi aktivitas dalam dunia jurnalistik. Salah
satu dampaknya adalah munculnya praktik baru yang disebut jurnalisme warga
(citizen journalism). Praktik ini menimbulkan dilema antara hak atas kebebasan
berekspresi dan hak atas informasi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami
kedudukan hukum serta mencari solusi untuk konflik yang muncul akibat
perkembangan jurnalisme warga di Indonesia. Rumusan masalah yang
dimunculkan dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana pengaturan
jurnalisme warga di Indonesia ditinjau dari konteks hak atas kebebasan
bereskpresi dan hak atas informasi? Kedua, Bagaimana upaya mengatasi tumpang
tindih antara hak atas kebebasan berekspresi dengan hak atas informasi yang
timbul akibat perkembangan jurnalisme-warga di Indonesia pada era digitalisasi
media? Penelitian-ini-menggunakan:jenis‘penelitianyuridis-sosiologis dengan sifat
penelitian deskriptif analitis. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang telah
didapatkan dari studi kepustakaan dan wawancara dengan praktisi jurnalistik,
kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada. Berdasarkan hasil
penelitian dapat disimpulkan bahwa; Pertama, meskipun belum ada regulasi di
Indonesia yang mengatur secara khusus mengenai kedudukan bagi citizen
journalism, akan tetapi sebagai salah satu aktivitas kewarganegaraan, citizen
journalism tetap diakui hak-haknya oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku, seperti terdapat di dalam UUD 1945, UU HAM, dan UU KIHSP. Kedua,
ditemukan beberapa ide atau solusi untuk menyikapi konflik antara hak atas
kebebasan berekspresi dengan® hak atas informasi yang muncul seiring
perkembangan citizen journalism pada era digitalisasi media, seperti citizen
journalism mesti berpedoman kepada kaidah jurnalistik dan PPSM, adanya
peranan pers, keterbukaan organisasi-organisasi profesi jurnalis, kesadaran dari
citizen journalism sendiri, menjadikan citizen journalism berbadan hukum, dan
sikap dari Dewan Pers.



